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A B S T R A C T       
The times are developing so rapidly along with advances in technology, but 

genuine but fake certificates are still found in Jayapura City which are 

categorized as legally defective certificates. The aim of this research is to 

find out the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at 

the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel genuine but fake 

certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. 

The approach method used in this research is the normative juridical 

approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written 

regulations or other secondary legal materials. The results of this research 

reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates 

at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is 

from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from 

blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words 

it can be said that the applicant had bad intentions from the start with the 

intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from 

the Land Office itself because of administrative legal defects such as 

procedural errors, errors in the application of statutory regulations. -

invitations, errors in the subject of rights, errors in types of rights, errors in 

area calculations, overlapping land rights, incorrect juridical data or 

physical data or other errors of an administrative nature. Meanwhile, the 

method for canceling a genuine but fake certificate or a legally defective 

certificate at the Jayapura City Land Office can be done by applying by the party concerned with a court 

decision which has permanent legal force. 

A B S T R A C T 

Perkembangan zaman berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi tetapi masih saja ditemukan 

penerbitan sertifikat yang asli tapi palsu di Kota Jayapura yang dikategorikan sebagai sertifikat yang cacat 

hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan sertifikat asli 

tapi palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui cara pembatalan sertifikat asli tapi 

palsu atau sertifikat yang cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu 

pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang 

bersifat sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan 

Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu ada 2 (dua) hal utama yaitu yang pertama 

dari pemohon sendiri dengan ketidakjujuran dengan membuat dokumen palsu dari tanda tangan blangko sampai 

pada pihak-pihak yang bersebelahan dengan tanah tersebut, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemohon 

dari awal mempunyai itikad tidak baik dengan maksud membohongi kantor pertanahan dengan memasukan 

data-data palsu, yang kedua dari pihak Kantor Pertanahan sendiri karena adanya cacat hukum administrasi 

seperti kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, 

kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data 

fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Sedangkan cara pembatalan sertifikat asli 

tapi palsu atau sertifikat yang cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu dapat dilakukan dengan 

cara permohonan oleh pihak yang bersangkutan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

 
PENDAHULUAN 

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan 
manusia. Bagi masyarakat di kota kebutuhan tanah untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman 
yang merupakan tanda adanya urbanisasi penduduk desa ke kota, sedangkan bagi masyarakat di 
desa/kampung tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti bercocok tanam 
dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan 
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pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan 
kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri. Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat 
dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat 
diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang 

Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).Tujuan 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum 
berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam 
Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Boedi Harsono, 2002). 

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak milik dapat beralih 
dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata “beralih” adalah suatu peralihan hak yang 
dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli 
warisnya (Ningtyas, M. A, et. al, 2023). 

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dapat 
dialihkan kepada pihak lain (Adrian Sutedi, 2009). Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah 
tersebut maka diperlukan proses pendaftaran hak yang hasil produk akhirnya berupa sertifikat hak atas 
tanah. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat (Hulu, K. I, 2021). Inilah 
fungsi paling utama sebagaimana di sebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seorang atau badan 
hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila telah 
jelas namanya tercantum dalam sertifikat (Adrian Sutedi, 2011). 

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar 
dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-
undang (Herman Hermit, 2014). 

Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dan terdapat hal-
hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, 
penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal 
(Rusmadi Murad, 1991). 

Apabila terjadi cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut atau ada pihak yang dirugikan 
dari penerbitan sertifikat tersebut maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Hal itu dapat 
menimbulkan terjadinya suatu permasalahan di bidang pertanahan yang terdapat dalam Pmasyarakat. 
Untuk itu perlu adanya upaya penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak terjadi lagi pembatalan hak 
atas tanah. 

Didalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahawa dalam 
hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum 
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Rajab, R. A., et. al, 
2020). Sampai saat ini masih ada masyarakat di Kota Jayapura yang mengalami cacat hukum atas sertifikat 
hak atas tanah dan hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan dari para pihak 
ataupun juga petugas kantor Badan Pertanahan Nasional yang dalam proses pembuatan sertifikat tanah 
tersebut. Oleh karena itu, proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan 
suatu sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas atas penyimpangan yang dilakukan oleh para 
pihak yang terkait di dalamnya. 

Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk 
mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu 
kesalahan dalam mengeluarkan suatu sertifikat (Lubis, M. A. M, 2022). 

Pembatalan Hak Atas Tanah yang disebabkan karena cacat hukum akan menimbulkan potensi 
adanya sengketa hak milik atas tanah (Yuliana, Y, 2023). Sengketa ini terjadi karena alas hukum yang 
dijadikan dasar perolehan suatu hak pemilikan atas tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak atas 
tanah mengandung cacat yang bersifat subyektif, maka sewaktu-waktu peristiwa yang melahirkan hak 
tersebut dapat digugat keabsahannya (Herman, H., Simanjuntak, et. al, 2022). 

Apabila hal itu dapat dibuktikan bahwa gugatan keabsahan suatau perbuatan hukum tersebut 
benar, maka fakta ini dapat dijadikan dasar untuk memohon pembatalan surat pemberian hak atas tanah 
atau sertifikat hak atas tanah. Sengketa Pertanahan ini disebabkan adanya sertifikat yang cacat hukum 
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(Kotalino, J. S., et. al, 2023), keadaan yang demikian menjadikan kekuatan hukum sertifikat menjadi 
diragukan. Dengan demikian pembatalan hak atas tanah karena adanya cacat hukum adalah merupakan 
suatu kajian yang menarik untuk diteliti karena dalam permasalahan ini masyarakat perlu untuk 
mengetahui apa dan bagaimana Hak Atas Tanah (HAT) dapat dibatalkan (Kelung, N. & Binei, M, 2022)  
 
METODE 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif  yaitu 
suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis 
atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu 
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem kehidupan yang nyata (M. Sobry Sutikno, 2020). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sertifikat  tanah sebagai bukti autentik hak atas tanah, kebenarannya dipandang sempurna 
menjadi bukti adanya hak, ada juga berpendapat bukti otentik pendaftaran hak atas tanah. Menurut Pasal 
1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan pengertian "Sertifikat adalah surat 
tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. 

Yang dimaksud akta autentik diterangkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yakni; "suatu akta 
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Demikian pula lah proses penerbitan sertifikat, sesuai 
dengan maksud pasal itu sehingga dinobatkan sebagai akta autentik. Kedudukannya didalam pembuktian, 
akta autentik memiliki nilai pembuktian tertinggi atau sempurna atau diakui sempurna kebenarannya. Hal 
itu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang pada intinya menegaskan suatu akta 
otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. 

Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah yang telah diterbitkan dan terdapat hal-
hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, 
penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal. 
Yang dikategorikan sertifikat cacat hukum (Sulaiman, E, 2023) adalah: 
a. Sertifikat Asli Tapi Palsu (ASPAL), dapat terjadi apabila sertifikat tanah tersebut diterbitkan secara 

resmi oleh KantorPertanahan setempat, serta secara resmi merupakan turunan dari buku tanah dan 
struktur yang ada di kantor pertanahan. Bukti kepalsuan sertifikat tersebut baru terungkap dalam hal 
terjadinya sengketa dan dalam pembuktian kebenarannya perlu diteliti persyaratan awal pengajuan 
permohonan. Hal ini biasa terjadi pada sertifikat yang sebenarnya pada saat pendaftaran dilakukan 
sudah ditarik dari peredaran setelah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dibuktikan 
pemalsuannya melalui keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Sertifikat palsu, merupakan sertifikat tanah yang cacat hukum secara formal maupun materilnya, data 
dipalsukan. Buku sertifikat tanah dicetak dan ditanda tangani sendiri dengan meniru cara pengisian 
tanda tangan dan stempel yang sah. Sertifikat ini mudah diketahui pada waktu akan dilaksanakan 
perbuatan hukum seperti: jual beli, hibah, tukar menukar yang akan dituangkan dalam akte PPAT dan 
diketahui pada saat dilakukan pengecekan terhadap data-data pada sertifikat tersebut tidak tercantum 
dalam daftar pada kantor badan pertanahan setempat. 

c. Sertifikat ganda/tumpang tindih. Sertifikat yang menguraikan satubidang tanah yang sama, diterbitkan 
lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih seluruh atau sebahagiannya. 
Terjadinya sertifikat ganda karena tidak ditetapkan peta pendaftaran. 

Pembuktian hak atas tanah berupa sertifikat tanah, berlaku sebagai alat pembuktian, sebaliknya 
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat haruslah merupakan data yang benar, karena 
sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. 
Namun demikian, pada saat ini banyak sekali kita melihat dan mendengar sertifikat yang dimiliki 
seseorang itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti apabila terjadinya sengketa tanah di Pengadilan. 
Sehingga seringkali sertifikat yang dimiliki tidak lagi dapat mempertahankan hak seseorang terhadap 
sebidang tanah. 

Adapun penyebab semua itu dapat dikarenakan sertifikat yang mereka miliki itu cacat 
hukum.Cacat hukum terhadap keberadaan sertifikat tanah, terjadi akibat: (1) Cacat administrasi, meliputi 
kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas, hal ini terjadi pada waktu si pemohon 
ingin mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional; (2) Sertifikat cacat hukum karena 
putusan pengadilan Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan diakibatkan dalam permohonan 
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penerbitan sertifikat tersebut terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan pemalsuan yang menyebabkan 
sertifikat tersebut harus dibatalkan. 

Penipuan yang dimaksud adalah penipuan terhadap data-data, orang yang tidak berhak menjadi 
berhak. Paksaan dengan jalan memaksa untuk memberikan keterangan-keterangan demi memperkuat 
kepemilikan tanah tersebut, padahal sebenarnya dia tidak berhak atas tanah tersebut. Pemalsuan terjadi 
apabila surat-surat yang diperlukan tidak bisa diperoleh dengan baik, maka dipalsukan identitas melalui 
Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Dengan demikian dalam penerbitan akta autentik jika terdapat fakta-fakta yang diduga palsu 
maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan terlebih dapat dilakukan upaya pembatalan. Untuk itu 
meskipun kedudukan sertifikat hak atas tanah itu sebagai akta autentik namun masih dapat dilakukan 
upaya pembatalan terhadapnya jika ditemukan fakta-fakta terjadi cacat hukum administrasi dalam proses 
penerbitannya.  

Wawancara dengan Ibu Viviani, selaku staf pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan 
Kota Jayapura, pada hari selasa, tanggal 28 mei 2024 pukul 19.10 WIT. Cacat hukum berupa cacat 
administrasi merupakan keliru/kesalahan prosedur yang dilakukan pada lingkup Kantor Pertanahan 
Nasonal, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999. Kesalahan 
tersebut tidak selamanya sepenuhnya kesalahan yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan. Seringkali 
kesalahan itu timbul disebabkan oleh beberapa hal diluar kegiatan pelayanan pada Kantor Pertanahan. 
Faktor-faktor penyebab penerbitan sertifikat asli tapi palsu atau cacat hukum telah dirincikan di dalam 
Pasal 107 Permen Agraria/BPN No. 9/1999 terdiri dari : 
a) Kesalahan prosedur; 
b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 
c) Kesalahan subjek hak; 
d) Kesalahan objek hak; 
e) Kesalahan jenis hak; 
f) Kesalahan perhitungan luas; 
g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 
h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau 
i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif. 

Wawancara dengan Ibu Lusklarita, selaku staf pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan 
Kota Jayapura, pada hari selasa, tanggal 28 mei 2024 pukul 10.50 WIT. Beliau mengatakan bahwa untuk 
melakukan pengajuan pembatalan sertifikat melalui Kantor Pertanahan, dapat diajukan karena cacat 
hukum melalui: 
1. Permohonan (Pasal 108-118 PMNA/Kepala BPN No.9 Tahun 1999). Keberatan atas sertifikat yang 

telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, setiap warga dapat menyampaikan: pengaduan 
secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website 
Kementerian. Apabila pengaduan disampaikan secara langsung kepada Menteri maka pengaduan itu 
diteruskan kepada Kepala Kantor di wilayah objek sengketa berada, hal ini sesuai dengan ayat (2) dan 
(3) Pasal 6 Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Pengaduan disampaikan secara tertulis, harus 
memuat kronologis dan data-data sebagai berikut: 

a. Keterangan mengenai pemohon. Apabila perorangan maka permohonan memuat nama, umur, 
kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya, dan dibuktikan dengan melampirkan foto copy 
surat identitas (KTP) dan  surat bukti kewarganegaraan. Apabila disampaikan oleh badan hukum maka 
harus memuat nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dibuktikan dengan melampirkan foto copy akta 
atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yurisis dan data fisik, yang meliputi keterangan 
tentang nomor/jenis hak atas tanah, letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 
Situasi sebutkan tanggal dan nomor Surat Ukur) dan Jenis tanah (pertanian/non pertanian). Mengenai 
tanahnya maka disebutkan nomor/jenis hak atas tanah, untuk itu dilampirkan data-data berupa: foto 
copy surat keputusan dan atau sertipikat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan 
pembatalan. 

c. Lain-lain, yang dimaksukan disini adalah keterangan atau uraian tentang alasan permohonan 
pembatalan dan Keterangan lain yang dianggap perlu. 

2. Tanpa permohonan (Pasal 119-123 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999) atau berdasarkan Inisiatif 
dari Kementerian (Pasal 5 Permen ATR/KaBPN No.11 Tahun 2016). 

a) Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam 
suatu wilayah; 

b) Pemantauan di lakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah  BPN 
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Provinsi atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa atau 
Konflik.  Sengketa atau konflik dalam hal pembatalan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan 
penelitian data fisik dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau Sertifikat 
hak atas tanah yang diduga terdapat kecacatan; 

c) Hasil pemantauan dilaporkan 4 (empat) bulan sekali dan hasil penelitian kemudian disampaikan 
kepada Kepala Kantor Wilayah  BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari penelitian data fisik dan 
data yuridis dan telaahan/pendapat kantor pertanahan pemeriksa; 

d) Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yangtelah diteliti, dinilai telah cukup untuk 
mengambil keputusan, maka Kepala Kanwil BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa 
pembatalan atau penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil memuat alasan dan dasar hukumnya; 

e) Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala BPN, maka Kanwil mengirimkan hasil 
penelitian besertahasil telaahan dan pendapat. Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan 
mempertimbangkan hasil telaah dan pendapat; 

f) Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan telaahan yang ada, untuk selanjutnya 
mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya dikeluarkan keputusan pembatalan hak. Bilamana dinilai 
telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala BPN menerbitkan keputusan pembatalan atau 
penolakan yang disertai alasannya. 

3. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

a. Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.Amar putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak 
mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu. 

b. Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau 
melalui Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan memuat Keterangan mengenai Pemohon, Keterangan 
mengenai tanahnya dan Alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti lain yang mendukung. 

c. Permohonan pembatalan harus dilampiri dengan:foto copy identitas, foto copy surat 
keputusan/sertifikat, foto copy akta pendirian badan hukum, foto copy putusan pengadilan dari tingkat 
pertama sampai dengan putusan terakhir berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana 
atau surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan. 

d. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan memeliti kelengkapan 
data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas 
permohonan pembatalan, memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan fisik 
jika masih diperlukan. 

e. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik 
permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dan mencocokkan hak atas tanah 
dengan amar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dengan data yuridis yang terakhir sebelum 
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dilakukan analisis putusan pengadilan. Dalam hal ini 
terdapat kekurangan data, maka pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan 
Perkara melakukan pengumpulan data. 

g. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan disertai data pendukung 
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak penegasan/pengakuan, 
pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Menteri, dalam hal 
keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri. 

h. Hasil analisis putusan pengadilan disampaikan kepadaMenteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN 
disertai data terkait. 

i. Setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri 
memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara 
untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan melakukan  paparan, apabila diperlukan; dan 
menyusun dan menyampaikan Laporan PenyelesaianPerkara. 

j. Kegiatan pengumpulan data, analisis, pengkajian danpemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan 
laporan,penerbitan keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka penyelesaian 
Sengketa dan Konflik,berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan data, analisis dan 
penyampaiannya, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, penyusunan laporan, penerbitan 
keputusan penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. 

k. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan 
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pembatalan. Kewenangan pembatalan meliputi: (1) Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal keputusan 
konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak,pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala 
KantorPertanahan; (2) Kepala Kantor Wilayah BPN , dalam hal keputusan konversi/penegasan/ 
pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN (3) 
Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan tanah 
terlantar yang diterbitkan oleh Menteri. Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN dilakukan atas nama Menteri dan 
dilaporkankepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan 
diterbitkan. 

l. Dalam hal tanah objek putusan pengadilan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah atau aset 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan pembatalan hak atas tanahnya dilakukan tanpa 
menunggu proses penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan. Setelah 
dilaksanakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan 
memberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar dilakukan 
penghapusan aset/aktiva tetap. 

m. Pemberian hak atas tanah dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi 
yangbersangkutan. 

n. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan 
kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. 

o. Alasan tersebut wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN 
atau Menteri dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan. 

p. Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, setelah 
adanya putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap. 

q. Pelaksanaan pembatalan terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh 
kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya, dilakukan setelah adanya 
pencabutan sita dari kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya. 

Sejauh ini penulis melihat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional belum pernah menangani 
kasus pembatalan berdasarkan Inisiatif Kementerian. Kebanyakan kasus yang ditangani berupa 
pembatalan karena cacat administrasi dengan permohonan pengaduan dari pihak pengadu dan 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan penerbitan sertifikat asli tapi palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu ada 2 (dua) 
hal utama yaitu yang pertama dari pemohon sendiri dengan ketidakjujuran dengan membuat dokumen 
palsu dari tanda tangan blangko sampai pada pihak-pihak yang bersebelahan dengan tanah tersebut, 
dengan kata lain dapat di katakan bahwa pemohon dari awal mempunyai itikad tidak baik dengan maksud 
membohongi kantor pertanahan dengan memasukan data-data palsu, yang kedua dari pihak Kantor 
Pertanahan sendiri karena adanya cacat hukum administrasi seperti kesalahan prosedur, kesalahan 
penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan 
perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar atau 
kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Sedangkan Cara untuk pembatalan sertifikat asli tapi palsu 
atau Sertifikat yang mengalami cacat hukum pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu dapat dilakukan 
dengan cara permohonan oleh pihak yang bersangkutan dengan putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap 
 
SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan agar Kantor Pertanahan Kota 
Jayapura harus melakukan survei dan pemetaan yang berkelanjutan, artinya dalam pemeliharaan data 
harus dirawat secara berkesenambungan agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan yang berupa 
cacat hukum administrasi dan juga dalam pengukuran dan penetapan batas tanah pihak BPN tidak boleh 
mempercayai si pemohon, harus turun langsung ke lokasi sehingga jelas pihak-pihak yang bersebelahan 
dengan tanah tersebut untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Begitupun juga bagi 
masyarakat di Kota Jayapura yang hendak membuat sertifikat hak atas tanah haruslah mempunyai Itikad 
baik, jangan sampai hanya ingin memperoleh sertifikat tetapi data-data yang di minta oleh Kantor 
Pertanahan di palsukan. Hal ini juga dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan dapat 
menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil bagi yang bersangkutan. 
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